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Bantuan Ilukum Prodeo
Bcrbasis Hukum Proercsilt

Oleh
Dr. Varoni.  S. l t . .M,H. ' :

Abstrak
Bantuan hukum prodeo berbasis hukum progresif menghendaki adanya kinerja maksimat
pelaksana bantuan hul-um dalam rangka mewujudkan keadilan substansial, kesejahteraan dan
kepeniingan rakyat. Suprenacy of k1w bukan ditcdemablan sebagai supremasi Undang-
Undang, melainlan rrpra acf afjustice. Uni)k int pelaksanaan bantuan hukum tidak scmata
mata didasarkan pada rumusan kata-kaia yang tefiulis dalaD undang undang, melainkanjuga
berdasarkan oilai-nilai, ide, dan pesan yang terkandung di balik rumusan undarg-undang.
Restoratiye Jus ce seb^gai tujuan, sehinggalebih mengniamakan penyelesaianperkara secara
nonlitigasi untuk ten'ujudnya kesejahteiaan masyarakat.Pcnyclcsaian secara litigasi
ditempuhjika upaya secara non litigasi gagal dilaksanakan.

Kata kunci: Bantuan Huknm, Prodeo, Pro$esif

l. P€ndahuluan
Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara lndonesia adalah negara hukum' membawa
konsekuensi bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setjap
individu di lndonesia termasuk hak atas Banruan Hukum. Hak atas bantuan hukum juga
telah diterima secaru universal yaitu dijamin daiam Kovenan Intemasional tenlang Hak-
Hak Sipil dan Politik Vnternational Cownant on Ciril a d Political Righrr (ICCPR)).
Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak mcmperoleh perlindungan
hul':um dan terhindar dari segala bentuk diskimhasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR,
memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: (1) berorientasi pada keadilan, dan (2)
tidak nampu membaya. Advokat.

Pembetian Bantuan Hukum kepada warga negam merupakan upaya negara untuk
melindungi dan memenuli hak asasi warga negara unf.ik mendapatkan perlakuan yang
sama di depan hukum, sertajaminan bagi setiap orang untr* mendapatkan akses terhadap
keadilaa (justice for al! dax, access to justice). Namun pada kenyahannya masih banyak
sekelompok masyarakai yang miskin atau tidak mampu belum terpenuhi hak hahya untuk
mcDdapat keadilan.

Berkaitan dengan kondisi di atas, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengamanatkan kepda Menteri di bidang
huL:um dan hak asasi inanusia untuk menyclcnggarakan bantuan hukum di tingkat pusat
dengan sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapalan datr Belanja Negara (APBN).
Implementasi dari amanat undang-undang tersebut, pada tahun 2013 Kementelian Hukum
dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional fBPHN) relah
mengalokasi dana APBN dan meverifikasi lembagalembaga pemberi bantuan hukum
seluruh Indonesia.

Bantuan hukum bagi orang miskin (bantuan hukum prodeo) telah lama
diamanaikan Kitab Undang-Undang Hukum. Acara Pidana (KuHAP).Berdasarkan
ketentuanPasal 56 ayal (1) KUILA.P diatur bahwa dalam hal tersangta atau terdakwa

''lxr.lal disanpaihan pada Simposiun Nasional Botuar Hulm dan Workslop Sosio Lcsal,IH U,riversitas
Saw,jaya Malang. tgl.24-25 Jui 2013.
-rri.r dan Ketua Labkum fH Univesitas Lanlung.
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Hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis di dalalo
hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rzle,r and behavior).firJ...n pro$esif ya=nr

bertumpu pada ry1er a, d behavior, menempatkan manusia unflik tidak terbelenggu olei
tati kekang rule setarz absolut. Irrlnh sebabnya, ketika te{adi perubahan dalaB
masyarakat, ketika teks-teks hul!:um mengalami kelerlambatan atas nilainilai ]a€
berkembang di rnasyarakat, maka penegak hukum tidak bolch hanya membiarkan dbi
terbelenggu oleh tali kekang rales yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus meliht
kelnar {ouhrardr, melillat konteks sosial yang sedang berub?ih tersebut dalam membut
keputusan-keputusan huk_um.''

Hukum progresif yang bcrtumpu pada peraturan, membawa konsekuensi balsr
seiiap peraturan yang akan dibuat dan diberlakukan tetsebut harus sesuai dengan nila_
nilai, kehendak, situasi dan kondisi masyamkatnya. Sedangkan hukum progresif !q
bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentinglya keativitas. Kreatir6
dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan
mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan rlntuk membuat terobosan-
hukum. Tercbosan+erobosan hul!:um inilah yang diharapkan dapat mewrju&an
kemanusiaan melalui bekcdanya hul':uP, yang .mcnurut Satjipto Rahadjo diistil
dengan hukum yang membuai bahagia."

Hukum proFesif juga berangkat dari dua asumsi dasar yaitu pertama,

adalah unhrk mcDu\ia,  bdk sebal iknyr Bcraigkal dar i  dsum'l  dasar ini  mals
hukum bukan untuk dirinya sendiri melan*an untlrJ< sesuatu yang lebri iuas dan besar

Itulah sebabnya ketika tedadi permasalahan di dalam hukum maka hukun{ah yang harus
ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa unluk dimasukkan ke dala:
skema hukuq kedua, hut-um bukan merupakan institusi yang mutlak se a final, kareE
huLrrm selalu berada JdLm prosei uDruk terus mcnjadi t lat  a\  a po,e:5 laA u i jE

na,trng).'a Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, bahwa menurut perspekif Hul1n
Prcgresif, hukum sebagai teks adalah awal saja dan aHrimya akan sangat terganllcq
bagaimana faldor maDusia mcnjalanlannya. Huku-m Progresif menawarkan pembebas:.

dari dominasi perundang-undangan yang absolut.'' Peruntlang-undangan atau teks dilihi
sebagai titik awal saja dalam menjalarkan hukum karena selanjumya tergantung poir

keativitas dan keberanian dari manusia-manusia yang menjala camya
Dalam tulisan ini kajian bantuan hukum dengan pend€katan hukum

difokuskan pada perilaku pelaksana bantuan hukum. Perilaku pelaksana bantuaD
sebagai pereujudan dari perspekif hukum progesif adalah adanya kineda matsid
pelaksana bantuar hukum dalam mngka mewnjudkan keadilan substansial, kesejahter.{.
dan kepentingan tukyat. Suprenaq of law brkan ditedemabkan sebagai supreE:i
Undang-Undang, melainkzn suprenacy of iurtrce. Oleh karena itu cara kerja
bantuan huk:um dalam peisepektif hul':um progresif sejalan dengan tuntutan cam k-Ir
aparat peradilan (temasul pelaksana bantuan hukum) sebagaimana yang di
oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahlm 2009 tentang Kekuasaan Kehakima4 Plsal
ayat (l) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
nilai-nilai hukom dar rasa keadilan yang hidup dalam masyamkat.

Uryendi kajian terhadap pe.ilaku pelaksana bantuan hukum, mengingat
manusia dapat juga menyebabkan kendala dalam penegakan hukum lni di
adanya k€cender.rngan proses berpikir mekanistis dzlzm art1 b ya

berlaL'unya suatu perahran penndang-undangan semata di antar pcnegak

sehingga tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap peDgambilan

"Satjilro Rahedjo- 2004. op .irHln. 5
"Yudi Knstida, 2009 Op.cit. H)n.ts.
"satjipto Rahardjo, 2009. d'tkuh Progrqil Sebuah Sdt6a H an ltulon5ia GcttaPtblishing Yogvata-?-

l5YudiKiistian4 2009. op.ct. Hlm. v.
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yang menyangkut kepentingan para pihak. Dalam kaitan ini SatiiDto Rahardio
menar\arknn proses berpJ<ir rcllekit bagi penegat hukum 1uiru te..ju
mengiubungkan antara "apd,, yang dimaksld oleh bunyi suatu pasal den gan,,mengapa,,
yakd &onsep/asas yang mendasarinya. Kemudian birupaya ',bogo;;ra,,
menerapkarnya dalam peristiwa konkret sesuai dengan pesan yang temuat dalam
konsep/asas yang mendasadnya, . yang sccara umum bertujuan untuk memberikan
jaminan keadilan bagi seliap orang.r6

lmplementasi bantuan hul:um berbasis hukum progresif adalah seperti yang
dipraktiklian oleh Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBn Fakultas Hukuri
Uni!ersirrs La-prng Pelaksanaan banruxn huL-um prodeo harus scsuar dersan S/ar l l7d
Operuin? Pro, edure, rSOP) Bdntlan ttLr-rn ya,rg tcldl Jitenrukan. Sela]n ,ru ,eriap
menedma pemohonan bantuan hukum dai kelompok masyarakar yang tidak mampu,
pertamaJama yang diupayakan adalah penyelesaian secara non_iitigasi atau musyawarah
diantara pihak yang bersengkera, sedangkan penyelesaian secara litigasi dirempuh jika
upaya nonlitigasi gagal terlaksana.Petugas pelaksana bantuan hul,:um dituntut ber;ifat
allif dan melakukan pendekatan sccara kckeluargaan terhadap para pihak yaIrg
bersengketa. Keadilar Restoratif (Restoratire Justice) dijadikan lanriasan dan sekatigui
tujuan pelaksanaan bantuan hukum. Langkah tersebut sesuai dengan pengenian Keadilan
Resiomtif 

_ yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan meliba&an pelaku,
korbdn, keluarga pelaku&orban, dan pihak lain yang terkait untlrk bersama_ru-u -"o"*i
penyelesaian yang adil dengan Denekantan pemulilan kembaii Dada kcaalaan
.en. t  J.rn bulan pembaLsar.  Setarn ,u mengingaladdnla ketemahan_keiem"han parla
penyelesaian secara litigasi, seperi banyak memakan waktu, renaga, biaya, dan te{adinya
disharnonis antar pihak yang bersengkera, juga masih kentaLry:a ,:fai tet"tu*i*n it
kalangan masyarakat Lampung.

Pelaksanaan bantua! hukurr oleh BKBH lakultas Hukum Unive$itas LamDuns
harus berdasarkan padn \nndr Opcrd',ne prc,edt,H" (SOpj Banruan Hukrrl-r jdn;
be'r \rkan lata cdra {a) permohoran batrtuan hl lLm: tb) ranggapan ler l .ddap permohoran
bantuan hukum; (c) bedah kasus; (d) penentuan tim advokasi; (;) pembuatan surat kuasa
bantuan hukum; (t peDanganan kasus; (g) pelaporan pelaksanaan bantuan hukum; (h)
evaluasl penanganan kasus. Substansj Sta dart Opereting procedrl?J (SOp) BaDtuan
Hukum BKBH Universitas LampDng seperti tergambfi pada tabel 1 bedkut ini.

'label1: 
Standart Operati g P"ocedurcs (Sop)Banruan Hukum BKBH IH

Unila

[", Pei-olonan
Bantuan

I Hukum

1. Pemohon/pelapor m"ngujutJpennotro"un tantuan hukun secati
iertulis (dimungkinkan secara lisan bagi petapor yang tidak dapat
menulis);

2. Pemohon/pelapor mengisi Form Permohonan Bantuan Hukum yane
Lelah diseJiakan olen BKBH FH L ni ta (BKBH)j

3. Femohon/pelapor mempertihatkadmenyemhkan dok-umen yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan, antara laint KTp. Surat
Ketenngan Miskin yang dikeluarkan oleh kelurahan. dokumen vane
berkaitan dengan kasus dan lain lain;

4. Staf Seketarial BKBH memberikdn tanda teima doknmen yang
L .- _, diserahkan pg4qhor/pelapor;

"Satjipro Rahtrdj o, ?"1' oru aw: Mesin atau (reuttuitas. . KoDlas 3 Mei 1995.
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5. Sufyang menerima permobonan se5egera mungkin menary akan aan l
menuliskan konologis singkat kejadian;

6. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, intemal BKBH akaD

memutuskan apakah kasus tersebut dapat ditangani oleh BKBH atau

b. Tanggapan
terhadap
Permohonan
Bantuan
llukum

l- K"t"" ,l"r:t"f BKdil (dos; d* ;ahasiswa minimal semester 6)

serta Ketua dan slal Laboratodum Hukum FH Unila (jika

ditolak densan ikan alasan-alasann

olehBKBH atau lidak.

p.944Cqan- bq!qq!!u\!4!

Advokasi kasus tersebut
i ltriFesehet-iutan berkewajiban membuatkan Surat Kuasa

PendamDinsan dan aLau SLxal Kuasd Khusus alas kaqus yang akan

ditangani;
2. Semua staf yang tergabung dalam Tim Advokasi

menandatangani Surat Kuasa Pendampingan dan atau
Klusus;

3. Dalam kondisi tertentu
m"-r. St"t;t t"tt"t** aahm Tim Advokasi bertanggungjawab

mendampingi pemohon/pelapor paala semua lingkat pemenksaan: .
2. Tim Advokaii berkewajiban meng up date informasi di setiap

tingkat penanganan, temlasuk pengadaan dokumen dan

pemeliharaan dokumen alas kasus yang sedang di advokasi;

3.iim Advokasi berkewajiban berkoordinasi d€Dgan Koord Devisi

-  Advokasi dan Kerua BKBH:
l .  .  Tim Ad\okasi berke\ ai ibatr  melaporlan secala lef tul ls na\r l

c-- ----;Lqaqn narL,ra

diperlukan) melakukan rapat intemal guna memutuskan apakah
kasus yang dilaporkan layak dan dapat djtanganj BKBH atau tidak;

2. Semua y;g terlibat di dalam npat intcmal bcrhak mengeluarkaD
pendapui tentang kasus yang dilaporkar berdasarkan penilaiarnya

secara objektif;
3. Rapat Iniemal memutuskan apakah kasus tersebur layak di tangani

d. Pen€ntuan
Tim Advokasi

e. Surat Kuasa
BantuNn
Hukum

f. Penanganan
Kasus

g. Sistem
Pelaporan
Penanganan
Kasus

c. Bedah Kasus I . DiDimDin oleh Kctua BI(BH metakukan bedah kasus;

2. Dalam bedah kasus jika dimungkinkan menghadirkan beberapa

dosen yang mempunyai k€ahlian klusus yang berkaitan dengan

L Tl- Ad".k"ti p"*"g-an kasus (Tim Advokasi) dibennrk oleh

Koordinator D;isi Advokasi melalui persetujuan Ketua BKBH

dengan memperhatikan aspek keahlian dan pemerataan beban tugas

masing-masing personal Tim Advokasr;
2. Tim Advokasi terdiri dari 2 (dua) orang dosen dan minimal 2 (dua)

orang mahasiswa yang telab duduk minimal di semester 6 FH Unila;

3. Ketu; BKBH dan Koord. Devisi Advokasi melalui rapat intemal,

menunjuk siapa staf yang menjadi KoordiDator dan anggota Tim

3 . .

berkewaj iban
Surat Kuasa

sumt k asa subsitusi;

Ma

Kri

Ral

perkembangan pendampingan pada setiap tahap pemeiksaar perkarc

iepada Koordinator Devisi Advokasi dan Ketua BKBH;
2. Tim Advokasi berkewajiban membuat laporan lengkap penanganan

perkara yang telah selesai didampingi kepada Koordinator Devisi
Advokasi, K;tua BKBH, dan Ketua Laboratorium Hukuml

3. Ketua BKBH waiib melaporkan setiap semester pelaksanaan bantuan
hukum bajk yang sudah selesai maupun yang sedarg dalam proses

h. Evaluasi 1. Koord. Devisi Advokasi b iiban meiaksaDakan



Penanganan
Kasus

lna membahas secara menyeiurub kasus yang tunras, belum runras
::1:i l" "* l  

iuDtas yans diransani BKaH gund mengernhui hasit.  ]
. ::mbaral:.p]:]ycne. dan ranrangatr datam penanganan kasus;
z. f\erDa bK.lJfl setelah mendapat pertimbangan dari Koordinator

?:ll:i .od:"qi berr,ewajiban meneohrkan langkahJangrah
ao\okasl selaniutuya dan auu mcnyatakan men),udahr id\oka\ i
suatu i<asus Jrka dari  hasr l  e!aluasi  memuogkinl ' f f  datr  arau t idal ,
memung].jnkan kasus tersebut dilanjutkan:

3. Ketua BKBH berkewajiban mengemukatan alasarmya di dalam

h. Pembiayaan
Kesekretariat-
an daD
Penanganan
Kasus

forum intemal mengapa kasus tersebut ditaqjutkan dan atau tidak

L 
.Pemohon d'Uebusta" dart -.rnLa Ulayi G.airo;l p*ind;irl
kasus yang dimohonkan kepada BKBH;

2. Pemonon berl ,ewaj ibrn minungg.,ng biaya rerrenru )are De-kdi ldn
dengatr pcnanganan kasu.. sepeni: Ongkos prnjar perkaia perdara,

:" ]" : ' .du1e dr tempar, brrya tegal isdsi  S!ual Kua.r Klu,us di
rengaditatr Negeri dao lajn sebasarnva

3. 
_P-embiayaan, 

Kesekerg_"t:". a"" i"n*gun* Kasus didapat dari

I lginnr y4lclelqelgl

3. Xesimpulan

Bantuan hukum prodeo berbasis hukum progresif diwujudkan dengan adanyakineija maksimal pelaksam bantuan h,k". d;#-;;;;k;"_l#;,"i"""""uJJou-

::lll'iilt f""je":ii dan_kepentinsan rakyat. supu.o"y-o7 to.tuuin aii"a._"*""seDa€al supremasi Undang-Undang. melair,tan suprena,I o/ lrrrt, .. Ljnl|.k rtuperaKsanaan bantum huk-um tidak semata_mata berdisarkan .rlnuran tutu_tuiu yrrgtertuhs datam xndang undang. melaiikan b-erala*rt* 
"li"i_"ilri 

J_ p** ,"* ;" OibarlK rumusan rrndang_undang- Reslotatue Justice me[jadi tujuan utama t*i,an-luru.prodeo berbasis hukum progresii untuk itu bantuan huh; ;;;;;-b*bffi;;.-progresif mengutamakan penyelesaian perkara se"ara noo_litigiri.ferryJ"r","" p"rt"r"secara 'Jr:gasi  dirempuh bi la cara_car r  penyelesaran non_l i r igasi  gagal di l j .analan 
.
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